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Abstract 

The right to education is a fundamental human right guaranteed by international legal instruments and the constitution of 
every state. This article discusses the right to education as a constitutional right within the educational systems of 
Indonesia and Finland through a normative legal approach using comparative study methods. The purpose of this research 
is to analyze the regulation of the right to education in the constitution, educational policies, and their implementation in 
both countries. Indonesia places the right to education within the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 
particularly Article 31, which emphasizes the state’s obligation to provide education for all citizens. Meanwhile, Finland is 
recognized as one of the countries with the best education systems in the world, ensuring free education, equal access, and 
high-quality education as a manifestation of human rights fulfillment. The results of this study indicate that although 
Indonesia has constitutionally guaranteed the right to education, its implementation still faces various challenges, such as 
inequality in educational access, disparities in teacher quality, and uneven educational facilities. In contrast, Finland has 
successfully implemented the right to education effectively through educational policies that prioritize equality, student 
welfare, and teacher professionalism. This comparison demonstrates that the fulfillment of the right to education depends 
not only on constitutional regulation but also on the state’s commitment to implementing fair and inclusive educational 
policies. 
Keywords: human rights, right to education, constitutional rights, education system, Indonesia, Finland. 
 

Abstrak 

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen hukum internasional 
maupun konstitusi setiap negara. Artikel ini membahas hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem 
pendidikan Indonesia dan Finlandia dengan pendekatan hukum normatif melalui studi perbandingan. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak atas pendidikan dalam konstitusi, kebijakan pendidikan, serta 
implementasinya dalam kedua negara. Indonesia menempatkan hak atas pendidikan dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan 
bagi seluruh warga negara. Sementara itu, Finlandia dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang 
menjamin pendidikan gratis, kesetaraan akses, serta kualitas pendidikan yang tinggi sebagai bentuk pemenuhan hak asasi 
manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak 
atas pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan seperti ketimpangan akses pendidikan, kualitas 
tenaga pendidik, dan fasilitas pendidikan yang belum merata. Sebaliknya, Finlandia berhasil mengimplementasikan hak atas 
pendidikan secara efektif melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada kesetaraan, kesejahteraan peserta didik, dan 
profesionalitas guru. Perbandingan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung pada 
pengaturan konstitusional, tetapi juga pada komitmen negara dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan yang adil dan 
inklusif. 
Kata Kunci: hak asasi manusia, hak atas pendidikan, hak konstitusional, sistem pendidikan, Indonesia, Finlandia. 
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PENDAHULUAN 
 Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang bersifat fundamental dan memiliki peran 
penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan suatu negara.1 Pendidikan tidak hanya dipandang 
sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia, menciptakan kesetaraan sosial, dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negara. Dalam perspektif 
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hukum hak asasi manusia, hak atas pendidikan telah diakui secara universal melalui berbagai instrumen internasional, seperti 
Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 pada Pasal 262 dan International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights (ICESCR) Tahun 1966 pada Pasal 13,3 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak 
memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi. 

Sebagai negara hukum, Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.4 Ketentuan tersebut 
menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan negara wajib membiayai pendidikan dasar serta 
mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hak atas 
pendidikan bukan sekadar hak sosial, melainkan hak konstitusional yang harus dipenuhi oleh negara sebagai bentuk 
tanggung jawab terhadap warga negaranya.5 Namun demikian, implementasi hak atas pendidikan di Indonesia masih 
menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan 
sarana dan prasarana pendidikan, serta rendahnya pemerataan kualitas tenaga pendidik. Kondisi tersebut menunjukkan 
adanya kesenjangan antara jaminan normatif dalam konstitusi dengan realitas pelaksanaannya di masyarakat. 

Di sisi lain, Finlandia dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia yang 
menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin secara penuh oleh negara. Sistem pendidikan Finlandia 
menekankan prinsip kesetaraan, pendidikan gratis, kualitas guru yang tinggi, serta pendekatan pembelajaran yang 
berorientasi pada kesejahteraan peserta didik. Keberhasilan Finlandia dalam membangun sistem pendidikan yang inklusif 
dan berkualitas menjadikan negara tersebut sering dijadikan model dalam pengembangan kebijakan pendidikan di berbagai 
negara, termasuk Indonesia.6 Dalam konteks hak asasi manusia, keberhasilan Finlandia menunjukkan bahwa pemenuhan hak 
atas pendidikan memerlukan tidak hanya pengaturan hukum yang jelas, tetapi juga kebijakan negara yang konsisten dan 
berorientasi pada keadilan sosial. 

Perbandingan antara Indonesia dan Finlandia menjadi penting untuk dilakukan karena kedua negara memiliki 
karakteristik sistem pendidikan dan kondisi sosial yang berbeda, namun sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak 
konstitusional warga negara. Melalui studi perbandingan ini, dapat dianalisis sejauh mana negara menjalankan kewajibannya 
dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai praktik baik (best practice) yang dapat menjadi bahan 
evaluasi dan pembelajaran bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan hak atas pendidikan sebagai hak 
konstitusional dalam sistem pendidikan Indonesia dan Finlandia serta bagaimana implementasinya dalam perspektif hukum 
hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan 
(statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) untuk menganalisis pengaturan hukum serta 
kebijakan pendidikan di kedua negara. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik 
terhadap pengembangan kajian hukum hak asasi manusia, khususnya terkait pemenuhan hak atas pendidikan sebagai 
tanggung jawab negara. 

 
METODE PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif  dengan pendekatan perbandingan hukum 
(comparative legal research). Penelitian hukum normatif  merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma-
norma hukum, asas hukum, teori hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. 
Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada pengkajian hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional dalam sistem 
pendidikan Indonesia dan Finlandia ditinjau dari perspektif  hukum hak asasi manusia. Pendekatan normatif  dipilih karena 
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, prinsip-prinsip konstitusional, serta kebijakan negara terkait 
pemenuhan hak atas pendidikan. 
 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute approach), 
pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan 
perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum nasional maupun internasional yang berkaitan 
dengan hak atas pendidikan. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini mengkaji ketentuan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan. 
Sementara itu, dalam konteks Finlandia, penelitian ini mengkaji ketentuan konstitusi Finlandia (Constitution of  Finland) 
dan kebijakan pendidikan nasional Finlandia yang menempatkan pendidikan sebagai hak dasar warga negara. Selain itu, 
penelitian ini juga mengkaji instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of  Human Rights (UDHR) 
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Tahun 1948 dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Tahun 1966 sebagai landasan 
normatif  hak atas pendidikan dalam perspektif  hak asasi manusia. 
 Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan hak asasi 
manusia, hak konstitusional, negara kesejahteraan (welfare state), dan hak atas pendidikan. Melalui pendekatan ini, penelitian 
berupaya menganalisis bagaimana konsep hak atas pendidikan berkembang dalam kajian hukum hak asasi manusia serta 
bagaimana kewajiban negara dalam memenuhi, melindungi, dan menghormati hak tersebut. Pendekatan ini juga digunakan 
untuk mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak sosial dan ekonomi warga 
negara, khususnya di bidang pendidikan. 
 Selanjutnya, pendekatan perbandingan digunakan untuk membandingkan sistem pendidikan Indonesia dan 
Finlandia dalam pemenuhan hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional. Perbandingan dilakukan terhadap aspek 
pengaturan konstitusional, kebijakan pendidikan, peran negara dalam pembiayaan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, 
serta kualitas penyelenggaraan pendidikan di kedua negara. Pendekatan perbandingan ini bertujuan untuk menemukan 
persamaan dan perbedaan dalam implementasi hak atas pendidikan, sekaligus mengidentifikasi praktik-praktik terbaik (best 
practices) yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. 
 Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 
dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, konstitusi, serta instrumen hukum 
internasional yang berkaitan dengan hak atas pendidikan. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku ilmiah, jurnal 
hukum, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen resmi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun 
bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang mendukung penjelasan terhadap bahan 
hukum primer dan sekunder. 
 Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan 
mengumpulkan berbagai literatur, dokumen hukum, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber akademik lainnya yang berkaitan 
dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif  dengan menggunakan metode deskriptif-
analitis. Analisis deskriptif  dilakukan dengan menggambarkan secara sistematis pengaturan dan implementasi hak atas 
pendidikan di Indonesia dan Finlandia, sedangkan analisis kualitatif  digunakan untuk menafsirkan dan membandingkan 
ketentuan hukum serta kebijakan pendidikan kedua negara dalam perspektif  hukum hak asasi manusia. 
Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif  mengenai 
hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional serta memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian 
hukum hak asasi manusia, khususnya terkait tanggung jawab negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi 
seluruh warga negara secara adil dan merata. 

 
PEMBAHASAN 
Hak atas Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional 

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental dalam 
kehidupan bernegara. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai 
instrumen utama dalam membentuk kualitas manusia, menciptakan kesetaraan sosial, serta menjamin keberlangsungan 
pembangunan nasional. Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, pendidikan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi 
oleh negara tanpa diskriminasi terhadap warga negaranya. Pengakuan terhadap hak atas pendidikan secara internasional 
dapat ditemukan dalam Pasal 26 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Tahun 1948 yang menegaskan bahwa 
setiap orang berhak memperoleh pendidikan dan pendidikan dasar harus diberikan secara cuma-cuma.7 Selain itu, Pasal 13 
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Tahun 1966 juga menempatkan pendidikan 
sebagai sarana utama dalam mengembangkan kepribadian manusia serta memperkuat penghormatan terhadap hak asasi 
manusia dan kebebasan fundamental.8 

Dalam konteks negara hukum modern, hak atas pendidikan tidak hanya diposisikan sebagai hak moral, melainkan 
telah menjadi hak konstitusional yang dijamin dalam konstitusi negara. Hak konstitusional merupakan hak-hak dasar warga 
negara yang diakui dan dilindungi oleh konstitusi sehingga negara memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi dan 
menjaminnya.9 Konsep ini berkembang seiring dengan munculnya gagasan welfare state yang menempatkan negara tidak 
hanya sebagai penjaga keamanan, tetapi juga sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, 
termasuk di bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhan hak atas pendidikan menjadi salah satu indikator penting 
dalam menilai tingkat perlindungan hak asasi manusia di suatu negara.10 

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara memiliki tiga bentuk kewajiban utama terhadap hak atas 
pendidikan, yaitu kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Kewajiban 
menghormati berarti negara tidak boleh melakukan tindakan yang menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan. 
Kewajiban melindungi berarti negara harus mencegah adanya tindakan pihak lain yang dapat mengganggu pemenuhan hak 
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pendidikan. Sementara itu, kewajiban memenuhi berarti negara harus mengambil langkah-langkah konkret melalui kebijakan, 
anggaran, dan penyediaan fasilitas pendidikan agar hak atas pendidikan dapat dinikmati oleh seluruh warga negara secara 
adil dan merata.11 Dengan demikian, keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh adanya 
pengaturan hukum dalam konstitusi, tetapi juga oleh efektivitas kebijakan negara dalam implementasinya. 
Pengaturan Hak atas Pendidikan dalam Sistem Hukum Indonesia 

Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan tersebut tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) 
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk 
memperoleh pendidikan demi meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, Pasal 31 UUD 1945 secara khusus mengatur hak 
dan kewajiban negara di bidang pendidikan. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan 
pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar serta mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional.12 

Pengaturan konstitusional tersebut menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia tidak sekadar menjadi kebijakan 
sosial, tetapi telah ditempatkan sebagai hak konstitusional warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara. Sebagai bentuk 
implementasi dari ketentuan konstitusi, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mengatur tujuan pendidikan nasional, hak dan kewajiban peserta 
didik, peran pemerintah, serta penyelenggaraan pendidikan secara umum. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang 
bermutu tanpa diskriminasi.13 

Selain itu, negara juga diwajibkan mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.14 Ketentuan tersebut 
menunjukkan adanya komitmen konstitusional negara dalam mendukung pemenuhan hak atas pendidikan. Dalam 
praktiknya, pemerintah Indonesia telah melaksanakan berbagai program pendidikan, seperti Bantuan Operasional Sekolah 
(BOS), Program Indonesia Pintar, wajib belajar, serta pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. 
Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas akses pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, khususnya di daerah 
tertinggal.15 

Namun demikian, implementasi hak atas pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Salah 
satu permasalahan utama adalah ketimpangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Banyak daerah 
terpencil di Indonesia yang masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik, serta minimnya 
infrastruktur pendukung. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas pendidikan di berbagai daerah menjadi tidak merata. Selain 
itu, masalah ekonomi juga masih menjadi faktor yang menghambat masyarakat dalam memperoleh pendidikan yang layak, 
meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai program bantuan pendidikan. 

Persoalan lain yang juga menjadi perhatian adalah kualitas pendidikan nasional yang masih relatif rendah 
dibandingkan negara-negara maju. Hal ini terlihat dari rendahnya kualitas literasi dan numerasi peserta didik Indonesia 
dalam berbagai survei pendidikan internasional.16 Rendahnya kualitas pendidikan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, 
seperti sistem pembelajaran yang masih berorientasi pada hafalan, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta kurang 
optimalnya pengembangan kurikulum yang berbasis kompetensi. Dengan demikian, meskipun Indonesia telah memiliki 
jaminan konstitusional yang kuat terhadap hak atas pendidikan, pelaksanaannya masih membutuhkan berbagai pembenahan 
agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal. 
Pengaturan Hak atas Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Finlandia 

Finlandia merupakan salah satu negara yang dikenal memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia.17 Keberhasilan 
Finlandia dalam bidang pendidikan tidak terlepas dari komitmen negara dalam menjadikan pendidikan sebagai hak dasar 
yang harus dipenuhi secara menyeluruh dan tanpa diskriminasi. Dalam sistem hukum Finlandia, hak atas pendidikan dijamin 
dalam Constitution of Finland yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan dasar secara gratis. 
Negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara dalam memperoleh 
pendidikan sesuai kemampuan dan kebutuhan masing-masing. 
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Sistem pendidikan Finlandia dibangun berdasarkan prinsip kesetaraan (equality) dan keadilan sosial. Pemerintah 
Finlandia tidak membedakan kualitas pendidikan antara sekolah di kota maupun di daerah terpencil. Seluruh sekolah 
memperoleh fasilitas dan dukungan negara secara merata sehingga tidak terjadi kesenjangan kualitas pendidikan yang 
signifikan. Selain itu, pendidikan di Finlandia diberikan secara gratis mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, 
termasuk fasilitas makan siang, buku pelajaran, dan layanan kesehatan bagi peserta didik.18 Kebijakan tersebut menunjukkan 
bahwa negara benar-benar hadir dalam menjamin pemenuhan hak atas pendidikan masyarakatnya. 

Salah satu faktor utama keberhasilan sistem pendidikan Finlandia adalah kualitas tenaga pendidik yang sangat 
diperhatikan oleh negara. Profesi guru di Finlandia merupakan profesi yang memiliki standar tinggi dan sangat dihormati di 
masyarakat. Untuk menjadi guru, seseorang harus memiliki kualifikasi pendidikan yang baik serta melalui proses seleksi yang 
ketat. Selain itu, guru diberikan kebebasan dalam mengembangkan metode pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik 
tanpa tekanan administratif yang berlebihan.19 Pendekatan ini menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, kreatif, 
dan berorientasi pada pengembangan kemampuan siswa secara menyeluruh. 

Dalam proses pembelajaran, Finlandia juga menekankan pendekatan yang berpusat pada peserta didik (student-
centered learning). Sistem pendidikan Finlandia tidak terlalu menekankan kompetisi akademik maupun ujian standar yang 
berlebihan. Sebaliknya, pendidikan diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, inklusif, dan mendukung 
perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, peserta didik di Finlandia memiliki tingkat stres akademik yang relatif 
rendah dibandingkan dengan negara lain.20 Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya 
berkaitan dengan akses terhadap sekolah, tetapi juga mencakup kualitas pengalaman belajar yang manusiawi dan 
menghormati hak-hak anak. 

Keberhasilan Finlandia dalam memenuhi hak atas pendidikan menunjukkan bahwa jaminan konstitusional harus 
diikuti dengan kebijakan yang konsisten dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Negara tidak hanya menyediakan 
akses pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik memperoleh pendidikan berkualitas tanpa adanya 
diskriminasi sosial maupun ekonomi. Dengan demikian, sistem pendidikan Finlandia menjadi contoh nyata implementasi 
hak atas pendidikan dalam perspektif negara kesejahteraan dan hukum hak asasi manusia. 
Perbandingan Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia 

Jika dibandingkan, Indonesia dan Finlandia sama-sama mengakui pendidikan sebagai hak konstitusional warga 
negara.21 Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam implementasi dan efektivitas pemenuhan hak tersebut. 
Indonesia masih menghadapi tantangan berupa ketimpangan kualitas pendidikan, keterbatasan infrastruktur, serta belum 
meratanya kualitas tenaga pendidik. Sementara itu, Finlandia berhasil menciptakan sistem pendidikan yang merata, inklusif, 
dan berkualitas tinggi melalui dukungan penuh negara terhadap sektor pendidikan. 

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya bergantung 
pada keberadaan aturan hukum dalam konstitusi, tetapi juga pada komitmen politik dan kebijakan negara dalam 
pelaksanaannya.22 Finlandia mampu menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional sehingga seluruh 
elemen pendidikan memperoleh perhatian serius dari pemerintah. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi berbagai 
tantangan struktural akibat luas wilayah, jumlah penduduk yang besar, serta ketimpangan pembangunan antar daerah. 

Dalam perspektif hukum hak asasi manusia, negara harus memastikan bahwa hak atas pendidikan dapat dinikmati 
secara setara oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi.23 Oleh karena itu, Indonesia perlu melakukan berbagai langkah 
strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, seperti pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas 
guru, reformasi kurikulum, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan. Selain itu, pendekatan 
pendidikan yang lebih berorientasi pada pengembangan karakter, kreativitas, dan kesejahteraan peserta didik juga perlu 
diperhatikan sebagaimana diterapkan dalam sistem pendidikan Finlandia.24 

Dengan demikian, studi perbandingan antara Indonesia dan Finlandia menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas 
pendidikan memerlukan sinergi antara jaminan hukum, kebijakan negara, dan komitmen pemerintah dalam menciptakan 
sistem pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Hak atas pendidikan sebagai hak konstitusional tidak boleh hanya 
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menjadi norma tertulis dalam konstitusi, tetapi harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan dan pelayanan pendidikan 
yang mampu menjamin kesejahteraan masyarakat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

 
KESIMPULAN 
 Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang memiliki kedudukan fundamental serta 
dijamin sebagai hak konstitusional dalam sistem hukum Indonesia dan Finlandia. Pengakuan terhadap hak atas pendidikan 
tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun ketentuan konstitusi kedua negara yang menempatkan 
negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak pendidikan bagi seluruh 
warga negara. Dalam konteks Indonesia, jaminan konstitusional terhadap hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan kewajiban negara dalam 
menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, Finlandia 
menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang dijamin secara penuh melalui kebijakan pendidikan yang berorientasi pada 
kesetaraan, kualitas, dan kesejahteraan peserta didik. 
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